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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

1. Pertanggung Jawaban Penyertaan Dalam Tindak Pidana 

Menurut sistem KUHP, subjek hukum tindak pidana adalah orang. 

Rumusan tindak pidana dimulai dengan barang siapa (hij die) atau diluar 

KUHP dimulai dengan “setiap orang“. Barang siapa atau setiap orang adalah 

orang, dan orang tersebut hanya satu orang. Satu orang inilah yang disebut 

dader (pembuat tunggal). Pembuat tunggal ialah orang yang melakukan tindak 

pidana secara pribadi. Berbuat sendiri - sendiri tidak melibatkan seorangpun 

dalam melakukan tindak pidana. 

Terwujudnya tindak pidana tidak menutup kemungkinan ditimbulkan 

oleh perbuatan beberapa orang. Contoh, tiga orang (A, B, C) bersepakat 

membunuh seseorang . Untuk melaksanakan pembunuhan tersebut suatu 

malam ketika korban tidur, tiga orang itu masuk rumah korban dengan 

memanjat pagar.Satu orang (A) menjaga diluar rumah, satu orang (B) 

mencongkel pintu, satu orang lainnya (C) masuk rumah menuju kamar korban, 

dan menikamkan pisau ke perut korban berkali kali, menyebabkan korban 

meninggal dunia. 

Dalam pembunuhan ini terlibat 3 orang. Masing - masing melakukan 

perbuatan berbeda - beda, namun antara perbuatan yang satu berkaitan dengan 

perbuatan lainnya yang mengarah pada suatu tujuan yakni kematian korban. 

Pembunuhan tersebut diselesaikan oleh perbuatan - perbuatan masing - masing 
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orang yang wujudnya tidak sama. Perbuatan orang masing - masing itulah yang 

menimbulkan tindak pidana pembunuhan. 

Tiga orang ini dibebani pertanggung jawaban pidana dan dipidana. 

Dalam hal untuk membebani pertanggung jawaban pidana dan menjatuhkan 

pidana terhadap mereka Inilah di perlukan ketentuan penyertaan sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 55, 56, 57, 58, 59, dan 60 KUHP. Tidak cukup dengan 

ketentuan Pasal 338 KUHP saja. Apabila tidak dibentuk ketentuan penyertaan, 

maka orang yang dapat dipidana hanyalah terhadap C saja. Karena perbuatan C 

saja yang memenuhi semua Unsur Pasal 338.
19

 

Contoh lain adalah Pada laga keempat Indonesia Soccer Championship 

(ISC) terjadi bentrokan suporter antara Persegres dengan PS TNI. Dimana 

suporter persegres adalah warga sipil, sedangkan suporter PS TNI adalah 

Anggota TNI aktif yang mana oknum anggota tersebut terlibat cekcok akibat 

dari suporter persegres memasang spanduk tetapi tidak mengindahkan larangan 

memasang spanduk dari Anggota TNI yang berada di tribun. 

Karena tidak menghiraukan larangan tersebut beberapa anggota 

menghampiri dan mengejar suporter persegres yang memasang spanduk dan 

terjadi tindak pidana kekerasan dan penganiayaan yang mengakibatkan korban 

kepala robek. Oknum anggota TNI yang berada di tribun menghimbau agar 

suporter persegres untuk tidak turun kelapangan dan membantu korban yg 

sedang di pukuli oleh beberapa oknum TNI. 

                                                 
19

Adami chazawi,.Pelajaran Hukum Pidana bagian 3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, 

h. 69. 
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Dalam penganiayaan ini ada dua peristiwa tindak pidana yang di lakukan 

oleh Oknum TNI  yaitu ancaman dan penganiayaan kepada suporter Persegres. 

Dimana peristiwa tersebut beberapa oknum TNI mengancam suporter agar 

tidak ikut membantu teman yang sedang di pukuli di lapangan dan beberapa 

oknum TNI menganiaya suporter persegres. Sesuai dengan Utrech yang 

menyatakan bahwa “Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk 

menuntut pertanggung jawaban mereka yang memungkinkan pembuat 

Melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak 

memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut”.  

Biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat 

anasir - anasir peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu 

peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.
20

 Penyertaan (deelneming) peristiwa 

yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang - orang baik secara 

psikis maupun fisik dengan melakukan masing - masing perbuatan sehingga 

melahirkan suatu tindak pidana. 

Orang – orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan suatu 

tindak pidana, perbuatan masing - masing dari mereka berbeda satu dengan 

yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang yang ada dalam sikap batin 

mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Namun 

demikian dengan perbedaan - perbedaan yang ada pada masing - masing itu 

terjalin dan suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan 

                                                 
20

Utrech, Hukum Pidana 1,Penerbit Universitas, Bandung, h. 9. 
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oleh yang satu dengan yang lainnya menunjang perbuatan oleh yang lainnya 

yang semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana.
21

 

Terdapat dua persoalan pokok dalam pertanggung jawaban penyertaan 

yaitu persoalan pertama mengenai orangnya, ialah orang yang mewujudkan 

perbuatan yang bagaimanakah dan atau yang bersikap batin bagaimana yang 

dapat dipertimbangkan dan ditentukan sebagai terlibat atau bersangkut paut 

dengan tindak tindak pidana yang diwujudkan oleh kerjasama lebih dari satu 

orang, sehingga dia patut dibebani pertanggung jawaban pidana dan dipidana. 

Persoalan kedua yaitu mengenai pertanggung jawaban pidana yang 

dibebannya masing - masing. Apakah para peserta yang terlibat akan 

dipertanggung jawabkan yang sama ataukah akan dipertanggung jawabkan 

secara berbeda. Sesuai dengan kuat tidaknya kehendak untuk mewujudkan 

tindak pidana dan keterlibatan atau ikut andil dari perbuatan yang mereka 

lakukan terhadap terwujudnya tindak pidana. 

Dari dua jawaban permasalahan tersebut diatas, dapat ditentukan siapa - 

siapa yang terlibat dan berat ringannya tanggung jawabnya sesuai dengan andil 

dari apa yang telah diperbuat untuk terwujudnya tindak pidana. Dua masalah 

pada penyertaan tersebut diatas adalah tidak dapat dipisahkan. Jawaban atau 

pemecahan masalah persoalan pertama akan mempengaruhi jawaban atau 

pemecahan dari persoalan yang kedua.  

Dalam membahas persoalan pertama, dikenal ada dua ajaran, ialah 

penyertaan objektif dan penyertaan subjektif. 

                                                 
21

Adami chzawi, Op.Cit, h.71. 
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Pandangan subjektif menitik beratkan pada sikap batin pembuat yang 

terlibat. Menurut pandangan subjektif, bahwa orang yang terlibat dalam 

penyertaan tindak pidana. Apabila dia berkehendak, mempunyai tujuan dan 

kepentingan untuk mewujudkan tindak pidana. Siapa yang berkehendak yang 

paling kuat dan atau mempunyai kepentingan yang paling besar terhadap 

terwujudnya tindak pidana, orang itu yang membebankan tanggung jawab 

pidana yang lebih besar. 

Sebaliknya penyertaan objektif, yang menitik beratkan pada peran dari 

wujud perbuatan yang dilakukan terhadap timbulnya tindak pidana. Terlibatnya 

seseorang dalam suatu tindak pidana dan sejauh mana berat ringan beban 

pertangung jawaban pidananya bergantung pada seberapa besar peran dan 

pengaruh perbuatan orang yang terlibat tersebut terhadap timbulnya tindak 

pidana. Dalam hukum positif (KUHP), tidak secara jelas menganut persoalan 

yang mana.Namun demikian, setiap bentuk penyertaan dapat dipandang dari 

salah satu sudut, objektif ataukah subjektif. Seperti bentuk pembuat penyuruh 

(doenpleger) lebih condong ke objektif. 

Karena dalam memori Van Toelichting Belanda terdapat penjelasan yang 

mengatakan bahwa “pembuat penyuruh” (Pasal 55 ayat 1 angka 1) adalah juga 

dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi secara pribadi, melainkan 

dengan rentetan perantaraan orang lain sebagai alat di dalam tangannya. 

Apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan, atau tanpa 

tanggung jawab karena keadaan tidak tahu, disesatkan atau tunduk pada 

kekerasan. 
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Sementara itu orang yang disebut dengan pembuat peserta (medepleger) 

lebih condong kearah subjektif, karena terdapat kerjasama yang diinsyafi. 

Sedangkan untuk pembuat pembantu (Pasal 56) digunakan ukuran objektif dan 

subjektif secara bersamaan. Karena dari sudut perbuatan, sifat perbuatanya 

sekedar berperan mempermudah atau memperlancar terwujudnya tindak pidana 

(sudut objektif). Dari sudut batin si pembuat pembantu ini, ialah kesengajannya 

(ajaran subjektif) ditujukan pada sekedar membantu dan atau mempermudah 

bagi orang lain untuk mewujudkan tindak pidana. 

Pasal 55 KUHP menyatakan dipidana sebagai pembuat (dader) suatu 

perbuatan pidana yang pertama adalah mereka yang melakukan, menyuruh 

melakukan, dan turut melakukan perbuatan.Yang kedua adalah mereka yang 

dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, 

dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan 

kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu. 

Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah 

yang diperhitungkan beserta akibat akibatnya. Pasal 56 yang isinya adalah 

dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan pertama, yang sengaja memberikan 

bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Yang kedua adalah mereka yang 

sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan 

kejahatan. Dari Pasal - Pasal tersebut pertanggung jawaban penyertaan adalah 

apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau 

kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. 
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Sehubungan dengan pertanggung jawabannya, maka saya akan 

menjelaskan lagi ada beberapa penanggung jawab suatu tindak pidana yang 

masing - masing berbeda pertanggung jawabannya. Berdasarkan hal itu dalam 

hukum pidana penanggung jawab peristiwa pidana secara garis besar dapat 

diklasifikasikan atas dua bentuk yaitu penanggung jawab penuh dan 

penanggung jawab sebagian. 

Sehubungan dengan status dan keterlibatan seseorang dalam terjadinya 

suatu tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP juga menentukan sistem 

pemidanaannya adalah yang pertama jika status keterlibatan seseorang itu 

adalah sebagai dader atau pembuat delik , baik kapasitasnya sebagai pleger, 

doenpleger, made pleger maupun uitloker, maka ia dapat dikenai ancaman 

pidana maksimum sesuai ketentuan pasal yang dilanggar (penanggung jawab 

penuh). 

Jika status keterlibatan orang tersebut adalah sebagai medeplichtiger atau 

pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman 

pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang 

dilanggar (penanggung jawab sebagian). Moeljiatno mengatakan bahwa ajaran 

bahwa ajaran penyertaan sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya 

orang yang tersangkaut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. 

Karena sebelum orang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum 

pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, 

disamping delik delik biasa terdapat beberapa delik delik seperti percobaan dan 
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delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut 

dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.
22

 

2. Pembedaan Ancaman Hukuman Dalam Tindak Pidana Penyertaan 

Berikut ini akan dikemukakan 3 contoh kasus untuk menjelaskan 

pembedaan ancaman hukumandalam tindak pidana penyertaan. Tiga contoh 

kasus tersebut yaitu kasus Salim Kancil yang terjadi di Desa Selok Awar - 

Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang (kronologis kasus 

sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I).  Kasus berikutnya Kasus Umar Key 

yang terjadi di Kota Bekasi (kronologis kasus sebagaimana telah diuraikan 

dalam Bab 1). 

Selanjutnya adalah kasus yang dilakukan antara suporter sepakbola. 

Dalam hal ini yang terjadi antara suporter team sepakbola Madura United 

dengan team sepakbola Arema Cronus, dalam pertandingan sepakbola di 

Stadion Gelora Bangkalan, Madura. Mengingat pembahasan pada sub bab ini 

lebih menitik beratkan pada penyertaan tindak pidana maka pembahasannya 

mengarah pada unsur - unsur ketentuan Pasal 55 KUHP, yakni :  

a. Mengancam tindak pidana yang dilakukan dengan lebih dari satu orang. 

Dimana didalamnya ada Dader ( pembuat ) terdiri dari : 

1. Mereka yang melakukan ( Pleger) 

2. Yang menyuruh ( Doen Pleger) 

3. Turut serta melakukan (Made Plager) 

4. Mereka yang memberikan atau menjajanjikan sesuatu (Uitloker) 

                                                 
22

Moeljiatno, Asas - Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h.64. 
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b. Penyertaan dari seluruh pelaku ini merupakan bentuk Made Plager ( orang 

yang turut serta melakukan, orang yang dengan sengaja turut berbuat/turut 

mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana) Pleger (mereka yang 

melakukan) dan otak tindak pidananya adalah Hariono sebagai Doen Pleger 

(orang yang menyuruh lakukan). 

c. Penjelasan Pasal 55 KUHP ayat (1) 

1. Doen Plegger (Hariono) sebagai Minus Domina, Maka Hariono sebagai 

penyuruh lakukan dapat dikenai pidana karena pada peristiwa tindak 

pidana ini Hariono berperan sebagai otak dibalik tindak pidana 

pembunuhan dengan menyuruh orang suruhan untuk melakukan 

pembunuhan terhadap Salim dan penganiayan terhadap Tosan yang 

bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana pembunuhan tersebut. 

2. Made Plager kesengajaan untuk berbuat suatu tindak pidana yaitu orang 

suruhan ikut serta melakukan pembunuhan dan penganiayaan dengan 

memukul Salim dan Tosan menggunakan kayu dan alat untuk 

penambangan pasir. 

a. Adanya kerja sama secara sadar dari sepuluh pelaku ini dan ada 

kesengajaan yang didasari kalau tindakan mereka melawan hukum. 

b. Pelaksanaan bersama secara fisik kedua sepuluh pelaku ini sama - 

sama saling membantu satu sama lain saat menjalankan aksinya yang 

berupa memukul Salim dan Tosan menggunakan kayu dan alat 

penambang pasir. 
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Memperhatikan unsur - unsur Pasal 55 KUHP kemudian dikaitkan 

dengan Kasus Salim Kancil dan Kasus Umar Kei, maka dapat dikatakan 

terpenuhinya unsur - unsur Pasal 55 KUHP. Untuk selanjutnya akan diuraikan 

bagaimana keterkaitan unsur - unsur Pasal 55 KUHP dengan kedua kasus 

tersebut diatas. Sementara dalam kasus antara suporter sepakbola, mengingat 

pelakunya secara massal, sesungguhnya telah terpenuhi juga unsur Pasal 55 

KUHP. Namun demikian akan diuraikan pembahasan terkait kasus kerusuhan 

antar suporter sepakbola. 

Berikut ini akan diuraikan pembahasan keterkaitan Pasal 55 KUHP 

dalam kasus Salim Kancil. Kasus pembunuhan salim tersebut ketika diamati, 

sangat jelas bahwa pembunuhan itu direncanakan. Karena dilihat dari puluhan 

masa yang mendatangi Salim dengan membawa senjata, dapat disimpulkan 

bahwa sebelum eksekusi ini dilakukan, pasti ada agenda rapat besar - besaran 

untuk membunuh Salim dan juga Tosan (rekan Salim). 

Pembunuhan ini juga termasuk dalam tindak pidana penyertaan, yang 

mana tindak pidana tersebut berbentuk khusus karena jumlah pelakunya lebih 

dari satu orang. Dalam kasus ini, tentu saja ada salah seorang yang menjadi 

otak dari semua kejadian tersebut. Dan saat ini, kepala Desa Selok Awar - 

Awar, Hariono sudah ditetapkan sebagai actor intelektual peristiwa berdarah di 

Lumajang tersebut. Status Hariono sekarang menjadi tersangka pembunuhan 

Salim dan percobaan pembunuhan terhadap Tosan, yang saat ini masih dalam 

masa perawatan. 
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Dari kasus diatas, berdasarkan rumusan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, 

terdapat dua peranan pelaku tindak pidana, yaitu : 

1. Hariono (kepala desa Selok Awar - Awar) sebagai doenpleger/doenplegen, 

yakni orang yang menyuruh (pleger) melakukan tindak pidana. 

2. Sekelompok orang suruhan yang mengeksekusi Salim dan juga Tosan 

bertindak sebagai Dader/ Plager/ Plagen, yakni orang melakukan tindak 

pidana. 

Kemudian dalam pembunuhan salim, mereka dikenakan Pasal 55 dan 

Pasal 56 KUHP yakni tentang penyertaan. Dalam pembunuhan salim Ini, 

perannya sama seperti percobaan pembunuhan terhadap Tosan, yakni Hariono 

sebagai doenpleger dan preman suruhannya sebagai pleger. Dan untuk 

hukuman pidananya, Doenpleger, menurut Pasal 55 ayat 1 KUHP, maka dia 

dikenakan pidana sebagai pelaku tindak pidana,yakni penjara 15 tahun bagi 

pelaku pembunuhan.  

Kemudian untuk pleger, menurut Pasal 56 KUHP, dihukum atau 

dipidana sebagai pembantu kejahatan, yakni sebagaimana diatur dalam pasal 

57 ayat 1 KUHP “dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap 

kejahatan dikurangi sepertiga” yakni : 15 - ( 1/3 - 15) = 10 tahun penjara. 

Hukuman untuk kasus pembunuhan terhadap salim yang merupakan sebuah 

penyertaan. Baik Doenpleger ataupun Pleger semuanya dikenai hukuman 

pidana karena mereka telah memenuhi syarat - syarat mereka sebagai Doen 

pleger atau Pleger. 
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Berikut ini akan diuraikan pembahasan keterkaitan unsur - unsur Pasal 55 

KUHP dalam kasus Umar Kei seorang Pemuda Asal Maluku yang bernama 

Umar Kei selama ini memang identik dengan jasa pengamanan dan debt 

colleptor. Bahkan Umar dan kelompoknya kerap disebut - sebut dalam 

berbagai aksi Tindak pidana Pengeroyokan di Jakarta. 

Umar Kei, Budi ahmad dan Syahyadin dijadikan tersangka. Pada 1 April 

2011, sekitar pukul 18.00 wib, Rico kei dan Remi kei dijadikan tersangka 

kasus Tindak Pidana Penyertaan dan penganiayaan secara bersama - sama 

terhadap seseorang yang mengakibatkan korban meninggal dunia di pintu Air 

Gang Barokah, Harapan Mulia, Medan Satria, Kota Bekasi. 

Kelompok John Kei sekitar 6 orang pelaku mengendarai APV warna 

hitam dengan Nomor Polisi B 8839 QQ masuk ke tempat kejadian. Dan setelah 

terjadi cekcok mulut, korban akhirnya dikeroyok dan dibacok dengan 

menggunakan golok. Korban tewas ditempat dengan luka di leher, perut, dada 

dan tangan. Dari peristiwa diatas menceritakan tentang terbunuhnya Boni 

Sangaji dan Jimmy . Dimana Umar Kei memberikan perintah kepada Budi 

Ahmad dan Syahyadin untuk membunuh Boni Sangaji dan menganiaya Jimmy. 

Tersangka yang bernama Umar Kei dijerat dengan Pasal - Pasal dalam 

KUHP, yakni Pasal 338 juncto pasal 55 tentang pembunuhan yang dilakukan 

secara bersama - sama. Peristiwa tindak pidana ini dapat dikategorikan dengan 

peristiwa pembunuhan yang disertai penyertaan, yang mengakibatkan 

meninngalnya Bon Sangaji dan Jimmy. Umar kei dalam peristiwa tindak 

pidana  disini berperan sebagai dader (pembuat) didalam Pasal 55 KUHP 
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menjelaskan pertama bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, 

dan yang turut serta melakukan perbuatan, kedua yaitu sengaja menganjurkan 

orang lain supaya melakukan perbuatan. 

Menilik rumusan Pasal 55 ayat 1 yang dimulai dengan kalimat “dihukum 

sebagai pembuat sesuatu tindak pidana“ maksud dan penjelasannya adalah 

pembuat dalam pengertian dader, telah jelas Umar Kei adalah pembuat secara 

bersama sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana. Jika dilihat 

dari sudut perbuatan masing - masing berdiri sendiri.  

Perbuatan tersebut hanyalah memenuhi sebagian syarat/unsur tindak 

pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh perbuatan satu 

peserta, akan tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta. Budi ahmad dan 

Syahyadin dalam peristiwa ini dijerat dengan Pasal 56  berperan sebagai 

pembuat pembantu dalam pengeroyokan  dan membacok dengan 

menggunakan golok, sehingga  korban tewas ditempat dengan luka di leher, 

perut, dada dan tangan.  

Sehubungan dengan status dan keterlibatan seseorang dalam terjadinya 

suatu tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP juga menentukan sistem 

pemidanaannya.
23

 

a. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai dader atau pembuat 

delik, baik kapasitasnya sebagai Pleger, Doen Pleger, maupun Uitloker, 

maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai ketentuan Pasal 

yang dilanggar (penanggung jawab penuh). 
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Abdul Kholik, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Grafika, Yogyakarta, 2002, h .222. 
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b. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai medepelger atau 

pembantu bagi parapembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman 

pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan Pasal yang 

dilanggar (penanggung jawab sebagian). 

Selanjutnya akan diuraikan pembahasan keterkaitan unsur - unsur Pasal 

55 KUHP dalam kasus kerusuhan sepakbola antara pendukung Team 

Sepakbola  Madura United dengan pendukung Team Sepakbola Arema Cronus. 

Dari peristiwa diatas menceritakan tentang suporter asal Surabaya yang secara 

bersama - sama melakukan tindak pidana pengrusakan. Turut serta melakukan 

adalah setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu 

tindak pidana. 

Keterangan ini belum memberikan penjelasan tuntas. Pada mulanya turut 

berbuat diartikan bahwa pada masing - masing peserta telah melakukan 

perbuatan yang sama - sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang 

bersangkutan. Seperti sepuluh orang suporter merusak mobil dan menganiaya 

supir tersebut. Seperti Van Hammel dan Van Trapman yang berpendapat 

bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing - masing peserta 

memuat unsur tindak pidana. pandangan seperti ini lebih condong ke ajaran 

objektif. 

Pandangan ini sempit, dan dapat menimbulkan masalah. Masalah itu 

ialah, karena perbuatannya sama, lalu siapakah diantara suporter itu sebagai 

pembuat pelaksananya? Sukar menentukannya. Biasanya lalu dijawab pembuat 
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pelaksananya adalah orang yang satunya terhadap orang yang lainnya sebagai 

pembuat pesertanya, yang jelas mereka bukan pembuat tunggalnya (dader). 

Sementara pandangan luas, tidak mengisyaratkan bahwa perbuatan 

pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (dader), 

perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah 

cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan 

kesengajaan suporter tersebut sama dengan kesengajaan dari pembuat 

pelaksananya. 

Pandangan yang luas ini lebih mengarah pada ajaran subjektif. 

Pandangan luas ini adalah pandangan yang lebih modern daripada pandangan 

lama yang lebih sempit. Ada 5 orang suporter sama sama bersepakat untuk 

menghadang  sebuah mobil yang akan masuk ke tol Suromadu. Mereka berlima  

masuk kedalam pintu masuk tol,apabila ada mobil yang bernopol N, akan 

mengengeluarkan supir dan merusak mobil dengan memecah kaca, menginjak - 

injak kap .  

Didalam medepleger terdapat tiga ciri penting yang membedakannya 

dengan bentuk penyertaan yang lain. 

a. Pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan 1 orang atau lebih. 

b. Semua orang yang terlibat benar - benar melakukan kerjasama secara fiisik 

dalam pelaksanaan perbuatan pidanana yang terjadi. 

c. Terjadinya kerjasama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah ada 

kesepakatan yang telah direncanakan diantara suporter sebelumnya. 
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Ada tiga kemungkinan terhadap kerjasama fisik diantara pihak - pihak 

yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana yaitu : 

a) Mereka yang memenuhi rumusan delik. 

b) Masing - masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. 

c) Salah satu memnuhi rumusan delik. 


